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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Negara Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan perundang-

undangan yang menunjang untuk menyelesaikan sengketa Business to 

Business baik secara konvensional maupun nonkonvensional, dalam hal ini 

melalui kerangka kolaboratif Online Dispute Resolution oleh APEC, dalam 

hal mengatasi sengketa bernilai kecil, untuk para pelaku usaha mikro, kecil 

dan menengah. Namun, peraturan yang secara langsung mengatur mengenai 

penyelesaian sengketa secara elektronik baru ada di dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik. Peraturan perundang-undangan lain masih belum 

mengatur mengenai hal tersebut secara pasti. Hal ini menunjukkan bahwa 

negara Indonesia masih belum siap dalam mengadopsi APEC Collaborative 

Framework on ODR. 

B. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran atas penelitian yang dilakukan: 

1. Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan perundang-

undangan di Indonesia berkaitan dengan alternatif 

penyelesaian sengketa dan perdagangan melalui sistem 

elektronik agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi dan perekonomian masyarakat Indonesia, agar tetap 

berperan untuk memberikan kepastian hukum. 
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2. Perlunya dilakukan pembentukan peraturan perundang-

undangan apabila ingin mengadopsi kerangka Collaborative 

Framework APEC, demi terwujudnya kepastian hukum. 
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